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KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan karya tulis yang dimaksudkan untuk bahan

pidato sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya setelah

memperoleh kepercayaan dari pemerintah dan ITB untuk memangku

jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar.

Dalam buku ini sebagaimana saya janjikan dalam pernyataan visi dan

misi saya ketika diajukan menjadi calon guru besar yang secara jelas saya

menekankan pentingnya keberlanjutan infrastruktur bagi Indonesia.

Meskipun ini masih merupakan langkah awal, paling tidak saya telah

memulai dengan rintisan ke arah sana melalui riset dan aktivitas

profesional saya di bidang perencanaan infrastruktur.

Masih banyak hal yang harus dipelajari dan dilengkapi dari rintisan-

rintisan tadi. Oleh karena itu penuis sangat mengharapkan kritik yang

membangun maupun prospek kerjasama baik dalam penelitian maupun

praktek yang dapat menjadi akumulasi pengetahuan tentang

infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan berbagai

pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu di sini sehingga selesainya

buku ini. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dan Saudara memperoleh

balasan yang berlipat dari Allah SWT. Semoga kita dapat maju bersama

dan semogaAllah melindungi kita semua.

Wassalam WW

Bandung, 28Agustus 2015
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KEMISKINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

I. PENDAHULUAN

“....All we know about future is that it will be different. But perhaps what we fear is

that it will be the same. So we must celebrate the changes.” (Deborah Moggach in

The Best Exotic Marigold Hotel, 2011)

handicap

middle income trap

competitiveness index

Infrastruktur dengan berbagai dimensinya sering dikatakan sebagai

bagi Indonesia dan sudah dikategorikan pada tingkat

mengkhawatirkan (lihat misalnya ADB, 2010). Hal ini menyebabkan

Indonesia berpotensi kesulitan untuk keluar dari atau

terus menerus terjebak pada kategori negara berpendapatan menengah

tanpa bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi (lihat Gill &

Kharas, 2007). Diukur dari berbagai indikator dan pemeringkatan yang

sering dibuat berbagai lembaga pemeringkat, kemiskinan infrastruktur

telah menempatkan Indonesia pada posisi bawah. Misalnya sebagai

ukuran daya saing, Indonesia di bidang infrastruktur

berada pada posisi 82 dari 148 negara pembanding (World Economic

Forum Global Competitiveness Index, 2013-2014). Di lapangan kita

saksikan fakta-fakta bagaimana peringkat tersebut tercermin antara lain

dalam bentuk kemacetan lalu lintas di kota-kota besar khususnya Jakarta,

terbatasnya jejaring transportasi di wilayah dan pelosok, pasok listrik

yang belum merata (khususnya di perdesaan) dan stabil untuk setiap

wilayah, persoalan logistik, layanan air bersih, dan fakta lainnya seputar

1vi
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infrastruktur yang sering kita dengar melalui media masa akan keluhan

dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha (Tribunnews, 2015).

RPJMN 2015-2019 telah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas

pembangunan dengan rencana untuk membuat sejumlah proyek jalan tol

(1000 km), rel (5.000 km), pelabuhan (24), dan bandara (15) dan secara

lengkap dapat dilihat pada tabel di bagian 3. Untuk membiayai semua itu

Bappenas memperkirakan kebutuhan sekitar US$ 450 milyar, yang mana

setengahnya akan bersumber dari dana pemerintah, dan sumber utama

lain adalah investor swasta khususnya dari luar negeri (Bappenas, 2014).

Dibanding RPJMN sebelumnya angka-angka tersebut menunjukkan

peningkatan drastis yang sudah barang tentu memberikan berbagai

implikasi baik dari pengelolaan pengadaan, dan pengelolaan dampaknya.

Hiruk pikuk dan prioritas pengembangan infrastruktur berpotensi

terlupakannya atau setidaknya dikhawatirkan akan mengurangi

pemanfaatan perencanaan dan asesmen yang semestinya

dilakukan pada sebuah program pembangunan. Dikhawatirkan jika

sampai terjadi demikian, manfaat dan fungsi positif infrastruktur boleh

jadi lebih kecil dibanding dampak negatif terhadap perekonomian,

lingkungan dan biaya sosial. Negara-negara dengan pertumbuhan

ekonomi cepat seperti India dan China dapat menjadi pelajaran dalam

mengantisipasi dampak percepatan pembangungan infrastruktur

terhadap lingkungan dan social, yang relatif lambat dan belum

sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah maupun swasta, meskipun

dalam kasus China sudah dibentuk sistem penilaian nasional dampak

lingkungan (Economy, 2014, dalam The Diplomat, 2015).

(proper)

Keberlanjutan telah menjadi isu lama dunia sejak akhir tahun 1970an

seiring dengan kesadaran akan keterbatasan kapasitas lingkungan dalam

memberikan layanan kepada manusia. Kemudian dalam perkembangan-

nya kata keberlanjutan menjadi istilah generik untuk berbagai

aspek mulai dari ekonomi, kelembagaan, sampai dengan sosial dan

finansial. Termasuk juga dalam konteks infrastruktur yang pada

umumnya berkarakter jangka panjang, selain menyangkut investasi, juga

faktor keberlanjutan antar generasi mengingat sebuah infrastruktur dapat

saja berumur 50 tahun bahkan 100 tahunan. Keberlanjutan dalam bidang

infrastruktur biasanya ditunjukkan dengan karakteristik antara lain

secara lingkungan sehat, , terpadu, , , memiliki

banyak , bermanfaat untuk ekonomi lokal, bersifat publik, dan

cerdas (lihat misalnya ESCAP 2005). Ciri-ciri tersebut

sekaligus mengisaratkan akan terpenuhinya asumsi kecukupan jumlah

dan kualitas infrastruktur.

Persoalan dan fakta bahwa layanan infrastruktur selalu menjadi

masalah di Indonesia seperti terindikasi di atas menimbulkan pertanyaan

mengapa demikian? Selama ini setiap RPJMN maupun rencana-rencana

pada periode sebelum itu, telah menempatkan dan merencanakan sektor

infrastruktur sebagai porsi terbesar dalam kegiatan pembangunan,

namun sistem dan output infrastruktur masih belum mencerminkan

kalau tidak dikatakan semakin jauh dari karakteristik keberlanjutan.

Boleh jadi persoalan utamanya atau setidaknya salah satu penyebabnya

ada pada ketidakberlanjutan pada solusi yang ditawarkan atau dilakukan.

Tulisan pidato ini bermaksud meninjau secara terbatas kemungkinan

(sustainable)

resilient affordable inclusive

co-benefits

(smart/intelligent)



Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Forum Guru Besar

Institut Teknologi Bandung

Prof. Pradono

28 Agustus 2015

Prof. Pradono

28 Agustus 20154 5

tersebut dan hal-hal yang dapat diperbaiki ke depan untuk mengatasi

persolaan layanan infrastruktur di Indonesia dengan mengambil contoh

sebagian dari sektor transportasi.

Secara umum infrastruktur didefinisikan sebagai sarana dan struktur

fisik dan proses yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat (Elmer & Leigland, 2014; World Bank, 2004). Dalam

salah satu Perpres terbaru, infrastruktur didefinisikan sebagai

(Perpres RI No 38/2015). Namun demikian jika meminjam definisi dari

Jochimsen (1966, dalam Howes & Robinson, 2005) infrastruktur dapat

dipahami dan dapat di re-interpretasi menjadi tidak hanya komponen

infrastruktur riil seperti fasilitas fisik (jalan, jembatan, pelabuhan dll.)

infrastruktur non-fisik (fasilitas asuransi kesehatan, teknologi dan

infrastruktur, ICT, dll.), tetapi juga komponen yang lebih luas yaitu

meliputi kelembagaan/regulasi dan juga komponen modal manusia

Seperti terlihat pada Gambar 1. Pemahaman terhadap ketiga komponen

ini penting terutama pada tahap pengambilan keputusan dalam

pengadaan dan penyediaan karena sebuah infrastruktur fisik tertentu bisa

berfungsi jika infrastruktur tandemnya yaitu kelembagaan dan

sumberdaya manusia juga berfungsi dan dipersiapkan.

II. PENGERTIAN DAN PERAN INFRASTRUKTUR

“fasilitas

teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan

pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar

pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik”

soft

Belum ada definisi baku mengenai kemiskinan infrastruktur, namun

kita dapat mengembangkannya dari kata-kata kunci kuantitas (jumlah)

dan kualitas (kemampuan layanan) infrastruktur. Jika belum

dapat memenuhi kebutuhan minimal masyarakat baik sebagai

individu maupun entitas usaha, kita berada pada

kondisi kemiskinan infrastruktur. Dalam konteks spasial dapat

ditambahkan kesenjangan akses infrastruktur antar wilayah dapat

menjadi komponen ketiga dari kemiskinan infrastruktur.

Memang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, namun cara mudah

untuk mendeteksi kemiskinan infrastruktur adalah menggunakan total

ukur atau dengan negara lain pada berbagai lingkup. Tabel

berikut menunjukkan pada lingkup terdekat dibandingkan dengan

negara tetangga Thailand dan lainnya, secara relatif kita lebih miskin

dalam infrastruktur seperti terlihat dari rekapitulasi Bappenas (2014)

seperti pada tabel 1 berikut.

infrastruktur

pengguna

dapat di indikasikan

indikasi

,

terlihat

benchmarking

Gambar 1. Jenis-Jenis Infrastruktur

(Sumber Jochimsen, 1966, dlm Howes & Robinson, 2005, re-interpretasi).
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Tabel 1. Beberapa Kondisi Infrastruktur Indonesia dan Rujukan Pembanding

Peran penting infrastruktur dalam pembangunan social dan ekonomi

serta lingkungan dilihat dari kacamata logika tidak lagi terbantahkan.

Dalam ukuran yang lebih formal, penelitian mengenai dampak atau peran

infrastruktur (khususnya dalam pengertian modal) terhadap

pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan dengan hasil yang

beragam dimulai oleh Mera (1973), Aschauer (1989) dan selanjutnya

hingga kini ratusan atau ribuan kajian serupa dengan konteks dan

metodologi yang semakin beragam. Namun pada umumnya jika

direkapitulasi diperoleh pemahaman tidak ada kepastian seberapa besar

kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi terdapat

kesepakatan bahwa secara umum signifikansi peran tersebut lebih

dirasakan oleh negara-negara (wilayah) yang sedang membangun

ketimbang negara (wilayah) yang sudah maju (WB 2004, Pradono & Ohta

2003).

Dalam konteks sosial, studi World Bank sebelumnya mengindikasi-

kan bahwa akses yang lebih baik terhadap infrastruktur energi, air, dan

transportasi secara langsung bermanfaat baik untuk individu maupun

komunitas melalui penurunan biaya maupun peningkatan akses ke

kesehatan dan pendidikan (World bank 1994, lihat pula Khandker et al.

2009). Sementara itu Mirza (2006) dapat menunjukkan jika infrastruktur

dapat berfungsi semestinya, secara umum kualitas hidup manusia akan

membaik termasuk dalam kaitannya dengan lingkungan alam.

Pentingnya infrastruktur bagi pembangunan sosial ekonomi dan

lingkungan berimplikasi pada kebutuhan untuk menyediakannya secara

tepat. Mengingat besarnya keterkaitan komitmen pengadaan tersebut

dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan, sudah saatnya bagi kita

untuk berpikir kembali bagaimana kita sebaiknya melakukan investasi

infrastruktur. Di era perekonomian yang terus berubah dan kebutuhan

pendanaan yang besar, sudah saatnya kita melakukan investasi yang lebih

cerdas, dan juga seiring dengan era partisipatif, upaya tersebut perlu

memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat (IMF, 2015).

Infrastruktur sebagaimana banyak didiskusikan dalam wacana

akademik di atas, khususnya di dalam kajian pembangunan, merupakan

katalisator utama untuk bekerjanya mesin ekonomi dan juga layanan
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sosial lainnya. Perencanaan Infrastruktur menjadi sangat penting dalam

kontribusinya untuk dapat memperkirakan kebutuhan dan penyediaan

dan prioritisasinya. Peran ini akan tetap dan bahkan cenderung

meningkat mengingat pembangunan yang terus berjalan maupun dengan

semakin kencangnya tuntutan layanan standart sebagai kebutuhan oleh

semua pihak mulai dari sektor bisnis dan industri sampai layanan kepada

warga.

Tantangan utama keberlanjutan penyediaan infrastruktur di

Indonesia saat ini dan ke depan adalah bagaimana kebutuhan yang tinggi

untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan layanan warga dapat

disediakan dengan mempertimbangkan pilihan pembiayaan, kendala

lingkungan, tuntutan efisiensi dan perlunya pemerataan layanan untuk

seluruh lapisan masyarakat (IMF, 2015). Ini penting karena situasi

Indonesia paling tidak saat ini di satu sisi sedang berjuang untuk tumbuh,

dan dalam dua puluh tahun lagi mengejar target posisi 10 besar

perekonomian dunia, oleh karena itu perlu mengejar efisiensi. Di sisi lain

tuntutan keadilan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur layak untuk

penduduk yang besar dan berkelanjutan terus menjadi agenda yang harus

dipenuhi.

Elmer & Leigland (2014) menyatakan bahwa terdapat 4 klasifikasi

tantangan infrastruktur dalam beberapa dekade mendatang yaitu terkait

dengan isu lingkungan dan perubahan iklim, isu skala kebutuhan yang

III. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

INDONESIA

sangat besar untuk investasi infrastruktur, krisis fiskal terutama pada

level lokal dan dampaknya terhadap perencanaan infrastruktur, dan

terakhir kurang siapnya sistem kelembagaan dan kerangka kerja terutama

dalam menyikapi dan mengatasi isu-isu tersebut. Tantangan tersebut

sangat nyata dalam konteks Indonesia, dan salah satu persoalan pelik

adalah bagaimana memenuhi kebutuhan investasi infrastuktur.

Dalam RPJP 2011-2025 disebutkan target pertumbuhan ekonomi

antara 7-9 % per tahun sehingga pada akhir 2025 Indonesia dapat masuk

ke dalam kategori 10 besar perekonomian dunia. Saat ini rasio investasi

terhadap PDB adalah sekitar 25%, dan untuk dapat mencapai

pertumbuhan seperti dicanangkan dalam RPJP, diperlukan sekitar 45%

rasio investasi/PDB (Kemenko Perekonomian, 2015). Sebuah survey bisnis

juga menyebutkan hambatan terbesar untuk investasi di Indonesia adalah

kelemahan regulasi dan kelembagaan sehingga dicontohkan menurut

Kadin sekitar 17% biaya usaha terserap oleh biaya logistik, yang mana di

beberapa negara pembanding di wilayah Asia komponen tersebut hanya

di bawah 10% (Indonesia Investment, 2013). Sementara itu

pelabuhan yang masih membutuhkan waktu 5,5 hari (sebelumnya 8 hari-

an), sedangkan Singapura hanya butuh satu hari (CNN Indonesia 2015,

dan Republika 2015).

Dengan beberapa ilustrasi awal di atas saja sudah terindikasi bahwa

terdapat potensi semakin menurunnya kapasitas layanan infrastruktur

Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah melakukan antisipasi khususnya

pasca reformasi, dengan tercantumnya pembangunan sektor

dwelling time
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Komitmen yang begitu besar telah diberikan. Alasan klasik problem

investasi infratruktur tentu adalah kurangnya sumberdaya finansial

untuk merealisasikannya. Inovasi untuk mengajak dan mendatangkan

sumberdaya keuangan di luar sumber konvensional telah dilakukan

khususnya mengajak partisipasi swasta baik luar negeri maupun dalam

negeri. Untuk itu iklim investasi yang kondusif perlu disediakan. Proses

infrastruktur sebagai bagian penting dalam setiap rancangan APBN dan

RPJM dengan komitmen alokasi anggaran yang selalu besar yaitu Rp.

965,03 Trilyun pada RPJM 2005-2009 dan Rp. 1.964.,48 Trilyun pada RPJM

2010-2014 (Bappenas 2014). Pemerintahan saat ini bahkan telah

mencanangkan pengadaan infrastuktur secara besar-besaran di semua

sector dengan total investasi Rp. 5.519 Trilyun. Tabel 2 berikut

menunjukkan besaran pembiayaan infrastruktur yang tercantum dalam

RPJMN 2014-2019 yang direncanakan pemerintah untuk dibangun.

Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019 (Rp. Trilyun)

perbaikan iklim investasi dan kelembagaan terus diperbaiki. Namun

demikian sampai saat ini capaian kerjasama sama pemerintah belum

terlalu memuaskan (Pradono dkk. 2012). Beberapa persoalan

teridentifikasi dari survey terhadap pelaku/investor antara lain

rendahnya sumber keuangan domestik; respon yang rendah pada

dukungan risiko pemerintah; ketidakpastian pada pembebasan lahan

yang juga memacu spekulasi tanah; kemampuan sumber daya yang

belum memadai dalam kelembagaan PPP khususnya di daerah, yang

dapat menyebabkan tidak memadainya persiapan proyek, dan kelayakan

proyek yang rendah (Pradono dan Syabri, 2013). Kita tidak boleh lagi

mengulang kesalahan-kesalahan tersebut jika keberlanjutan infrastruktur

ingin dipertahankan.

Era pasca reformasi juga menunjukkan adanya proses penyiapan

serangkaian perangkat kelembagaan dan regulasi terkait dengan PPP

antara lain selain pembaruan yang terus berjalan dalam hal ketentuan

umum PPP juga hal-hal spesifik seperti pembentukan IIGF

untuk memperbaiki kelayakan kredit

proyek, IIFF atau untuk

memobilisasi pembiayaan jangka panjang dan seperangkat regulasi

lainnya (lihat juga Pradono dkk., 2012). Perpres terbaru No 38/2015 adalah

lanjutan dari proses penyesuaian dan perbaikan dari upaya pemerintah

mengajak sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur,

dengan menyempurnakan Perpres No 67/2005 tentang Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

(Indonesia

Infrastructure Guarantee Fund)

Indonesia Infrastructure Finance Facility
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Sampai dengan hari ini PPP sebagai skema alternatif penyediaan

inrastruktur, kerjasama pemerintah-swasta masih belum berkembang

seperti yang kita harapkan meskipun beberapa sector sudah merasakan

kiprahnya. Sebuah asesmen masih mengkategorikan PPP Indonesia ada

dalam kategori sedang terus didorong dengan berbagai skema

pendukung, namun belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan

(Ausaids, 2013).

Sebagai negara yang terus membangun, harus diakui dengan cakupan

wilayah yang luas, kondisi jalan dan infrastruktur transportasi yang lain

seperti perkeretapian, pelabuhan, logistic transportasi di Indonesia masih

dalam kondisi kurang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yang

menjadi hambatan utama dalam perkembangan sektor lain. Indonesia

menghadapi krisis layanan karena kurangnya kuantitas infrastruktur,

tetapi juga menghadapi kurangnya kualitas seperti jalan dan jembatan

rusak, pelabuhan-pelabuhan yang menua dan ketinggalan jaman adalah

hanya beberapa contoh persoalan di sekor transportasi. Padahal jika

dilakukan perbaikan jalan di Indonesia, sebuah studi Bappenas

menunjukkan kondisi jalan yang lebih baik di Indonesia akan mengurangi

rata-rata waktu tempuh dari 2.6 jam ke 1.5 jam per 100 km dan mengurangi

biaya logistik dari 22% ke 17% dari PDB (ADB, 2014).

Peran transportasi sebagai komponen penting dalam pembangunan

menjadi bertambah seiring dengan komitmen internasional untuk

IV. KASUS SEKTOR TRANSPORTASI: PROSPEK

KEBERLANJUTAN

melanjutkan misi Millenium Development Goals (MDGs) yang telah

berakhir pada 2015. PBB telah mempersiapkan kelanjutan dari MDS

dengan SDGs yang menetapkan 17 capaian

yang dikumpulkan dari aspirasi masyarakat dunia melalui

pengisisan borang aspirasi (UN, 2015). Di antara 17 tersebut jika

menggunakan definisi infrastruktur secara luas, setidaknya 7 secara

eksplisit menyatakan perlunya akses ke infrastruktur, dan salah satunya

adalah transportasi.

Peran transport dan mobilitas sebagai pendukung utama dari

pembangunan berkelanjutan telah diakui secara aklamasi dalam

konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada 2012 atau

Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam konferensi tersebut sektor

transportasi yang dikehendaki merupakan sistem transportasi

berkelanjutan yang memiliki karakteristik antara lain terpadu dalam

pengambilan keputusan, sistem multi moda yang efisien energi, sistem

transportasi publik, terjaminnya keterkaitan desa-kota, mobilitas berbasis

, kendaraan dan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan

keselamatan jalan raya, dan tentunya antar waktu/generasi (UN, 2015).

Jauh sebelumnya KK SIWK dalam penelitiannya mencoba menguji

tingkat keberlanjutan layanan transportasi pada skala pinggiran kota

Bandung dengan temuan yang tidak mengejutkan bahwa keberlanjutan

layanan transportasi masih jauh dari yang diharapkan (Pradono dkk.

2008, lihat juga Pradono dkk, 2009). Namun hal yang dapat ditarik dari

kajian-kajian semacam ini adalah tidak teridentifikasinya keterkaitan

(Sustainable Development Goals)

(goals)

goals

goals

non-motorized
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antara komponen indikator keberlanjutan yaitu sosial, ekonomi dan

lingkungan sehingga berpotensi mengurangi akurasi keterwakilan

informasi yang seharusnya diambil. Satu butir penting lain adalah

keberlanjutan layanan transportasi haruslah bersifat berjenjang pada

berbagai skala wilayah dan kemauan semua pemangku kepentingan.

Kita lihat semakin banyak keyakinan di kalangan pengambil

keputusan yang mengubah orientasi mereka menuju transportasi

berkelanjutan, namun harus diakui masih ada gap antara apa yang

dinyatakan dengan apa yang diimplementasikan (lihat Kemenkeu, 2014).

Namun kita juga melihat sampai dengan hampir seperlima dari abad 21

ini, masih kita saksikan misalnya pengabaian dampak dari

investasi proyek-proyek besar di bidang transportasi baik pada skala kota

maupun regional yang menyebabkan dampak negatif pada lingkungan,

masih jauhnya aspek koordinasi antar lembaga, dan ketidakefisienan

pembiayaan infrastruktur karena tidak menyatunya komponen

konstruksi dan pemeliharaan (Elmer & Leigland, 2014). Pandangan

terhadap suatu konsep penyediaan infrastruktur pun masih terdapat

pemahaman yang belum benar. Masih banyak pihak khususnya

pemerintah daerah yang melihat PPP sebagai tambahan sumberdaya

tanpa mampu mengidentifikasi fator risiko secara baik. Kegagalan proyek

PPP misalnya Proyek Air Minum Ungaran di Semarang, yang telah

menghabiskan US$. 10.220.000 sebelum dihentikan, dapat menjadi

pelajaran berharga akan perlunya perhitungan matang terutama alokasi

risiko dan pengaturan penerimaan/ (Pradono dkk, 2012).

landuse

revenue

Sebuah kajian dari kementerian keuangan RI menyimpulkan bahwa

manfaat pembangunan infrastruktur menjadi lebih rendah dari yang

diperkirakan karena masih kurang baiknya perencanaan, tidak patuhnya

pada rencana yang ada, dan dijumpai pada berbagai tingkatan

pemerintahan. Hal ini berakibat antara lain pada tidak terpadunya

pembangunan infrastruktur baik secara sektoral maupun wilayah

(Kemenkeu, 2014). Sementara itu kajian dari lembaga donor Ausaids

menyoroti pada tiadanya aset manajemen yang baik terutama terkait

dengan pemeliharaan dan pembaharuan, yang berakibat pada cepat

tergerogotinya infrastruktur produktif oleh depresiasi yang cepat

(Ausaids, 2013). Contoh-contoh di atas setidaknya mengurangi hakikat

keberlanjutan seperti yang kita harapkan.

Hal-hal tadi telah kami pikirkan dan terus kami sempurnakan guna

pengembangan agenda riset, baik ketika saya di KK SIWK maupun

sekarang di KK SPE. Bahwa infrastruktur, dimulai dari transportasi, juga

memiliki sistem dan interaksi sehingga dapat dikenali infrastruktur

kritikal yang memerlukan penanganan khusus, merupakan salah satu

agenda riset yang ingin saya kembangkan. Dalam konteks ruang,

tentunya sebuah keharusan untuk dapat melihatnya dalam perspektif

hirarki wilayah, maupun kesinambungan hulu-hilir.

Mengingat perencanaan adalah sebuah bidang keilmuan yang dalam

praktek profesionalnya bersifat lintas disiplin, maka kerjasama dengan

V. PETA JALAN DAN AGENDA PENELITIAN
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berbagai pihak baik dengan disiplin keilmuan lain maupun profesi lain

mutlak diperlukan. Secara konsisten saya telah mencoba melaksanakan

hal ini baik dengan pihak luar disiplin maupun sesama profesi perencana

untuk bekerjasama dalam berbagai aktivitas akademik dan profesional.

Demikian juga dalam pekerjaan profesional saya akan terus bekerjasama

dengan disiplin lain di luar perencanaan untuk dapat menyelesaikan

agenda pekerjaan. Upaya-upaya ini juga saya terapkan dalam mengajak

maupun menjadi anggota tim bersama sejawat dari luar negeri

(universitas maupun lembaga internasional) baik untuk pekerjaan riset

akademik maupun riset terapan.

Oleh karena itu tepat apa yang oleh Elmer & Leigland (2014) sarankan

agar kita dalam mengkaji infrastruktur perlu menyadari bahwa

infastruktur memiliki perspektif multi-disiplin, multi-scalar, , dan

dapat berskala regional/mega-region. Dengan perpektif baru ini

diharapkan kita dapat memaknai keberlanjutan infrastruktur secara lebih

baik karena pemahaman kompleksitas infrastruktur. Little (2005)

sebelumnya telah melihat prospek perspektif baru tadi dengan kajiannya

bahwa bahwa sistem infrastruktur adalah kompleks dan konteks di mana

sebuah infrastruktur berada dan interaksinya dengan infrastruktur lain

akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Layanan dan produk infrastuktur yang sustainable dengan demikian

memerlukan pemahaman system dalam system yang menginteraksikan

paling tidak 3 aspek utama dalam rangka menuju layanan berkualitas

infrastruktur berkelanjutan yaitu (lihat juga ESCAP 2005):

biophilic

• Sistem Infrastruktur, dengan subsistem Infrastruktur Riil,

Infrastruktur Sumberdaya Manusia dan infrastruktur Institusi,

dengan semua sub-subsistem masing-masing

• Sistem Pemangku Kepentingan, dengan subsistem sektor Pemerintah,

Swasta, Pengguna, LSM/Organisasi Komunitas.

• Sistem Pembangunan Berkelanjutan dengan subsistem Sosial,

Ekonomi, dan Lingkungan.

Tantangan pemenuhan kebutuhan infrasruktur terus membayangi

pertumbuhan ekonomi nasional, namun pada saat yang sama

perkembangan rekayasa teknologi (dan secara khusus ICT), hukum

maupun finansial dan faktor eksternal/dunia internasional memberikan

peluang-peluang untuk mengatasi persoalan tersebut. Perkembangan ICT

sebagai subsystem infrastruktur telah meningkatkan potensi

infrastruktur secara signfikan melalui integrasi dan pengelolaan data

system infrastruktur. Banyak manfaat kehadiran ICT dalam system

infrastruktur khususnya dalam menunjang infrastruktur berkelanjutan

karena mampu menawarkan efisiensi, maupun pemerataan akses

terhadap infrastruktur, dan pengurangan dampak lingkungan.

Memanfaatkan sitem informasi infrastruktur transportasi, kajian Arup &

Siemens (2014) menghitung perolehan manfaat sebesar US$ 1,6 milyar

dari system transportasi yang tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim di

Ho Chi Minh, Vietnam. Perkembangan ICT akan menjadi pemicu untuk

membawa system infrastruktur secara keseluruhan menjadi system

infrastruktur cerdas, sebagai salah satu cara untuk memperoleh layanan
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infrastruktur yang berkelanjutan.

Di sinilah mengapa penting untuk menekuni keilmuan perencanaan

infrastruktur dalam konteks yang lebih berkarakter serba multi seperti

diindikasikan oleh Elmer & Leigland (2014) sebelumnya. Roadmap KK

SIWK dan KK SPE sebagai turunan dari roadmap ITB dan SAPPK telah

mencoba mendetilkan keilmuan ini untuk dapat diteliti dari berbagai

aspek perencanaan sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan oleh

masyarakat baik nasional maupun internasional. Penemuan hakikat dan

inti keilmuan Perencanaan Infrastruktur diharapkan dapat menjadi salah

satu jawaban mengatasi persoalan kebuntuan infrastruktur (yang selalu

menjadi salah satu faktor utama kekurangan Indonesia di mata calon

ivestor asing maupun daya saing Indonesia di skala internasional) dalam

memfasilitasi kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

ITB sebagai lembaga pendidikan yang bervisi mengembangkan

pengetahuan untuk mengatasi persoalan bangsa maupun kemanusiaan,

sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi garapan, sudah memasukkan

area perencanaan sebagai salah satu area kesanggupan ITB karena

didukung sumberdaya insani di bidang perencanaan. Sebagai sebuah

teknologi, perencanaan dan khususnya perencanaan infrastruktur

menjadi agenda penting kita bersama, khususnya pribadi saya dan rekan-

rekan yang terkait, untuk terus mencari metode dan hal-hal baru secara

keilmuan, yang dari kasus-kasus Indonesia dapat dilahirkan hal-hal khas

dan kontributif dalam ranah akademik. Meminjam catatan Goldman &

Gorham (2006) praktek-praktek yang dapat menunjukkan bahwa

infrastruktur berkelanjutan itu tidak mahal, dapat cepat terwujud,

popular secara politis, dan contoh strategi yang efektif, juga dapat menjadi

sumber inspirasi dalam membantu mengembangkan model infrastruktur

berkelanjutan.

Perubahan yang sedang terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan

lingkungan di Indonesia sebagai dampak dari reformasi masih akan terus

berlangsung. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sedang dan

akan mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut baik secara langsung

maupun tidak langsung antara lain dengan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut meningkatkan urgensi untuk memikirkan kembali

bagaimana kita merencanakan, merancang, dan melakukan investasi

infrastruktur; yang secara sistem memerlukan pembiayaan besar dan

memiliki karakteristik antar generasi.

Menyikapi hal tersebut, mengutip Rees (1999) perencana dituntut

untuk dapat memiliki kemampuan yang memadai yang ditunjukkan

ketika dia mampu menyampaikan/mengkomunikasikan pesan

keberlanjutan. Suatu rencana yang mampu mengindikasikan kepada

pemangku kepentingan bahwa kesejahteraan mereka akan lebih baik,

pasti akan didukung. Menyampaikan pesan-pesan perencanaan secara

baik, akan mendidik masyarakat untuk mau bersinergi dengan rencana.

Oleh karena itu meninjau kepada paradigma baru infrastruktur,

setiap perencana lebih dituntut untuk lebih dapat membuktikan

VI. PENUTUP
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kemampuan berpikir holistik dan sistemik di dalam praktek,

sebagaimana telah diajarkan di perkuliahan (setidaknya di PWK ITB dan

semestinya juga di prodi PWK lainnya). Paling tidak itulah modal awal

untuk dapat mendukung keberlanjutan infrastruktur dan keberlanjutan

pembangunan pada umumnya.

Kerjasama pada semua dimensi perlu terus kita tingkatkan dan

efektifkan untuk kemajuan infrastruktur secara menyeluruh di Indonesia.

Perguruan tinggi sebagai pengembang utama ilmu pengetahuan dan

khususnya ITB perlu terus semakin dapat menunjukkan orkestrasi

pengembangan keilmuan infrastruktur baik secara menyeluruh maupun

per kluster disiplin ilmu yang ada di kampus ITB.

Sebuah pencapain apapun termasuk karir, sudah pasti tidak mungkin

tanpa dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai

pihak. Setelah mengucap puji sukur Alhamdulillah atas pertolongan

Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu saya

dalam pencapain gelar guru besar ini. Pertama, kepada para promotor dan

pemberi rekomendasi yaitu Prof. Djoko Sujarto, Prof. Tommy Firman,

Prof. B. Kombaitan (dekan SAPPK pada waktu itu), Prof. Ofyar Tamin,

Prof. Arwin, Prof. Harata (Supervisor dan dekan Faculty of Engineering

University of Tokyo), Prof. Kobayashi (Kyoto University) dan Prof. Woltjer

(Groningen University), dan Prof. Ade Syafrudin mewakili Forum Studi
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Transportasi Perguruan Tinggi (FSTPT). Kedua, kepada MGB (pada

waktu itu), Senat, dan Rektorat ITB yang telah merekomendasikan dan

memproses usulan Guru Besar atas nama saya. Ketiga, rekan-rekan kolega

pengajar mulai dari para senior, Prof. W. J. Waworoentoe, Alm. Prof.

Soegijanto Soegijoko, Prof. Djoko Sujarto, Prof. Budhy Tjahjati S. S., Prof.

Bambang B. Soedjito, Prof. Kusbiantoro, Ir. Suwarjoko Warpani, MTCP, Dr.

Myra P. Gunawan, alm. Ir. Mochtarram K., M.Sc., sampai dengan yang

termuda, tenaga akademik, asisten dan mahasiswa pada masa itu di Prodi

PWK SAPPK ITB atas dukungan dan bantuan baik langsung maupun

tidak langsung. Ucapan yang sama untuk Kolega dosen dan mahasiswa di

Prodi Transportasi SAPPK ITB. Ke empat Kepada KK Sistem Infrastruktur

Wilayah dan Kota, yang saya menjadi anggota sejak 2006-2013, sejak

dipimpin Prof Kusbiantoro, sampai dengan saat ini di bawah Dr. Miming

Miharja yang menempatkan saya sebagai “anggota kehormatan”, terima

kasih atas dukungan yang luar biasa dalam fasilitasi penelitian maupun

lainnya pada masa-masa itu sehingga teraihnya pencapaian ini.

Kelima, kepada kolega dan lembaga di luar ITB baik dari unsur

pemerintahan (Bappenas, Dephub, Seskoad dan beberapa Pemda),
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lembaga internasional lainnya, yang memberikan kesempatan dan

kerjasama dalam menerapkan keilmuan perencanaan infrastruktur

maupun kerjasama pengelolaan infrastruktur pendidikan, serta

pengembangan jejaring keilmuan maupun profesi, saya mengucapkan

banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada KK baru SPE SAPPK
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mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk pengorbanan, kasih
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terima kasih atas doa dan penyemangatnya, sehingga ‘keris’ itu akhirnya

dapat saya raih. Juga kepada keluarga besar di Pekanbaru, khususnya

kepada Bpk dan Ibu Mertua Hamson Jafri dan alm. Ibu Suwarti, saya

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa

yang tiada henti. Sebait pantun Melayu tulisan budayawan Riau Tenas

Effendy yang pernah kita diskusikan saya nyatakan kembali di sini:

Kepada sahabat saya di Tokyo: Kudo Otoosan, Kondo san, Katsuta

san, terima kasih yang sebesar-besarnya ntuk pertolongan pada saat-saat

menentukan studi saya di Todai.
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